ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh
pembuatan akta otentik tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan
akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam
rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam
praktiknya, ditemukan fakta bahwa ada Notaris yang menjabat atau merangkap
jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di
Perguruan Tinggi Swasta. Hal yang demikian menarik untuk dikaji, apakah hal
tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas ketentuan UUJN, yakni Pasal
17 huruf f. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah Notaris yang
menjabat sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di
Perguruan Tinggi Swasta dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran ketentuan
UUJN. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara keilmuan tentang apakah Notaris
yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di
Perguruan Tinggi Swasta dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran ketentuan
UUJN. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian
hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif
secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara pada beberapa pihak
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dan melakukan pengumpulan
data melalui kajian perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang
diteliti. Hasil penelitian menjelaskan Pasal 17 huruf f UUJN secara eksplisit
disebutkan adanya larangan bagi pengemban profesi Notaris untuk merangkap
jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha swasta.
Seseorang yang mengemban jabatan Notaris menjadi Ketua Program Studi
Kenotariatan Program Magister di suatu Perguruan Tinggi Swasta tidak
melanggar ketentuan Pasal 17 huruf f UUJN.
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ABSTRACT

Public Notary is an approved official who makes an authentic deed that makes the
authentic deed that not specific to other officials. The making of authentic deeds is
required by statutory regulations in order to create certainty, order and legal
protection. In practice, facts were found about the notary who were approved or
taken as the Chairman of the Study Program of the Notary Master's Program in
Private Universities. Such an interesting matter to study, whether it can be
submitted as a requirement approved by the Law, which is Article 17 letter f. The
question that arises then is whether the Notary who is issued as the Chairman of
the Study Program of the Notary Master's Program in Private Universities can be
considered as fulfilling the provisions of The Law of Notary Paosition. This
research discusses the notary that is needed as the Chairman of the Study
Program -of the Notary Master's Program in Private Universities can be
considered as a provision in The Law of Notary Position. This research is an
empirical juridical legal research, namely legal research on the application or
application of normative legal provisions regarding any legal research that takes
place in the community. The collection of legal material is done through
interviews with several parties related to the debates conducted and data
collection is done through the study of registrants related to the problems raised.
The results of the study explained Article 17 letter f of The Law of Notary Position
explicitly regarding ownership of the prohibition for the profession of Notary to
concurrently serve as a leader or employee of a State-Owned Enterprise,
Regionally-Owned Enterprise or Private Business Entity. One who holds the
position of Notary to be the Chairman of the Notary Study Program of the
Masters Program in Private Universities does not violate the provisions of Article
17 letter f of The Law of Notary Position.
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